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ABSTRAK 
PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I TENTANG 
PERSYARATAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN 
Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah adanya saksi di antara 
persyaratan saksi adalah harus adil dan harus kelamin laki-laki. Saksi yang dimaksud 
sesuai dengan hadis Nabi SAW adalah saksi yang bersifat adil, yaitu yang 
menunaikan yang fardu dan sunnah, menjauhi yang haram dan dimakruhkan, serta 
tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil serta menghiasi diri dengan kebaikan, 
meninggalkan apa yang menjelekan dirinya baik berupa perkataan maupun perbuatan. 
Namun beberapa ulama berbeda pendapat tentang persyaratan saksi ada yang 
berpendapat saksi harus adil dan berjenis kelamin laki-laki menurut pendapat Imam 
Syafi‟i, dan ada pula yang tidak mensyaratkan demikian pendapat Imam Abu 
Hanifah. Dari persoalan tersebut penulis menyimpulkan rumusan masalah penelitian 
ini adalah bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i tentang 
persyaratan saksi dalam pernikahan dan bagaimana istinbath hukum Imam Abu 
Hanifah dan Imam Syafi‟i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan. Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persyaratan dan istinbath hukum 
saksi dalam pernikahan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i. 
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library risearch). Untuk memperoleh 
data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder 
dan data tersier. Data skunder diperoleh dari buku-buku karya Imam Abu Hanifah 
dan Imam Syafi‟i dan kitab-kitab Imam mazhab, jurnal, literatur-literatur lain yang 
berhubungan dengan penelitian ini. Data tersier adalah data pendukung lain yang 
membahas tentang persyaratan saksi dalam pernikahan. Setelah data-data tersebut 
terkumpul lalu disusun, dijelaskan kemudian dianalisis menggunakan metode 
deskriptif analisis dan komparatif yaitu membandingkan antara pendapat Imam Abu 
Hanifah dan Imam Syafi‟i. Hasil Penelitian ini menyimpulkan Imam Abu Hanifah 
dan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa saksi merupakan syarat sah pernikahan,  
Terkait dengan kriteria adil dan jenis kelamin saksi, keduanya berbeda pendapat. 
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah pernikahan dengan dua orang saksi fasik. 
sah pernikahan dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan. Adapun 
Imam Syafi‟i berpendapat persyaratan saksi dalam pernikahan adalah dua orang laki-
laki yang adil dari keduanya. Metode pengembilan istinbath hukum yang dilakukan 
Imam Abu Hanifah nerdasarkan  Al Qur‟an dan qiyas. Istinbath hukum yang di ambil 
Imam Syafi‟i berdasarkan hadis riwayat Aisyah ra. Dalam pernikahan menurut Imam 
Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i harus mengunakan saksi. Dengan adanya saksi untuk 
menolak keraguan dan tuduhan dari pernikahan. Melalui kesaksian akan menjadi 
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  ……                          
                          
 
Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu).jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan 
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
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A. Penegasan Judul 
       Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis akan 
menjelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Judul 
penelitian yang dibahas adalah “Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i 
tentang Persyaratan Saksi dalam Pernikahan”. Adapun istilah yang perlu 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Imam  Abu Hanifah 
       Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah (Irak) pada tahun 80 H (659 
M). Namanya sejak kecil ialah Nu‟man bin Tsabit bin Zauth bin Maah. 
Ayahnya adalah keturunan dari bangsa Persi yang sudah menetap di Kuffah. 
Menurut riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia 
mempunyai putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi 
nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), 
sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Menurut Yusuf Musa, ia 
disebut Abu Hanifah, karena karena ia selalu berteman dengan “tinta” 
(dawat), dan kata Hanifah menurut bahasa Arab berarti “tinta”.
1
 
2. Imam Syafi‟i 
       Muhammad bin Idris al-Abbas bin Usman bin Syafi‟i bin as-Sa‟ib bin 
Ubaid Abd Yazid Hasyim bin al-Muththalib bin Abdul Manaf bin Kitab bin 
                                                             
      
1
Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos, 1997), h. 95-96 
Murrah bin Ka‟ab Lu‟ay bin Ghalib, gelarnya Abu Abdillah. Dilahirkan pada 
bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 Masehi).
2
 Imam Syafi‟i dilahirkan di 
kampung Ghuzah, wilayah Asqalan yang letaknya di dekat pantai Lautan 
Putih (Laut Mati) sebelah tengah Palestina (Syam). Ijtihad dan buah 
pengkajian beliau tentang soal-soal hukum keagamaan diakui dan diikuti 
kebenaranya oleh sebagian besar kaum Muslimin pada masa itu dikenal 
dengan sebutan Mazhab Imam Syafi‟i. Sebabnya beliau lalu disebut dengan 
“Syafi‟i”. 
3. Saksi  
       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat 
atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.
3
 Kesaksian 
(syahaadah) itu diambil dari kata musyaahadah, yang artinya melihat dengan 
mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan 
seseorang dengan apa yang dia ketahui dengan lafazh: aku menyaksikan atau 
aku telah menyaksikan (asyhadu atau syahidtu).
4
 
4. Pernikahan  
       Berasal dari kata nikah yaitu ikatan akad perkawinan yang dilakukan 
sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan berarti hal 
(perbuatan) bernikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan 
                                                             
      
2
 Moenawar  Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Jakarta:  Bulan Bintang, 1955), h. 
149 
      
3
 Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan,dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2011), h. 1246 
      
4
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14 (Bandung: Alma‟arif, 1996), h. 55 
adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan untuk menaati 
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
5
 
       Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 
dalam judul skripsi ini adalah penelitian tentang bagaimana pendapat Imam Abu 
Hanifah dan Imam Syafi‟i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan dan hal-
hal yang berkaitan denganya, seperti kriteria saksi dan jenis kelamin saksi. 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
       Alasan objektif penelitian ini adalah masih minimnya pemahaman 
masyarakat tentang syarat saksi dalam pernikahan, sehingga tidak 
diperhatikan syarat dalam memilih saksi dalam pernikahan, padahal saksi 
merupakan rukun dan syarat sah nikah. 
2. Alasan Subjektif 
       Aspek pembahasan judul ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari 
di bangku kuliah khususnya jurusan Ahwal Al Syaakhshiyah (AS) Fakultas 
Syariah Universitas Islam Negri Raden Intan dan literatur yang diperlukan 
tersedia di ruang perpustakaan serta untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan di atas. 
C. Latar Belakang 
       Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk 
Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan 
                                                             
      
5
 Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar Dasar Perkawinan Pasal  2  
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6
 Sedangkan Menurut Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan 
ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah.
7
 Perkawinan  suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia 
untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-
masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan 
tujuan perkawinan. 
       Nikah adalah salah satu alasan pokok hidup yang paling utama dalam 
pergaulan atau masyarakat yang sempurna.
8
 Pernikahan itu bukan saja 
merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur  kehidupan rumah tangga 
dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu 
perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi 
jalan untuk menjalankan pertolongan antara satu dengan lainya. 
       Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang 
hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya 
secara anarki, dan tidak  ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan 
martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. 
                                                             
      
6
 Undang-Undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1  
      
7
 Ibid, h. 14. 
      
8
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), h. 374. 
   
       Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan 
berdasarkan saling meridhai, dengan  upacara ijab qabul sebagai lambang dari 
adanya  rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan 
kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.
9
 Seperti dalam 
firman Allah Swt. 
                         
                    
Artinya:”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 




       Dalam ayat ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt, yaitu 
kehidupan bersama laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia 
mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang 
lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada 
masing-masing manusia, menjadikan yang satu tertarik pada yang lain. Sehingga 
antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. 
Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan dan kecendrungan-
kecendrungan antara laki-laki dan perempuan tercapai. 
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 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Kelurga Indonesia (Jakarta: Sinar Grarika, 2013), h. 55 
      
10
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 
h. 234 
       Puncak dari semua itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan 
perempuan. Dengan keadaan yang demikian, bagi laki-laki hanya istrinya 
perempuan yang paling baik. Sedangkan perempuan hanya suaminya yang 
menarik hatinya. Masing-masing mereka tentram hatinya dengan adanya 
pasangan itu. Semua itu modal yang paling berharga dalam membina rumah 
tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran 
menjadi tentram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang. Kehidupan dan 
penghidupan menjadi mantap. Kegairahan hidup akan timbul dan ketentraman 
bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai. 
       Prinsip dari disyariatkanya pernikahan adalah perjumpaan kalbu yang tulus 
antara laki-laki dan perempuan demi pemeliharaan kesucian dan kehormatan diri. 
Islam sangat memperhatikan nilai tatkala Rasulullah Saw menegaskan untuk 
menghormati keinginan wanita (dalam memelihara orang yang dicintai)
11
. 
       Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan 
perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena 
perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat mata kepala, 
karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukan kemauan 
mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata 
oleh kedua belah pihak yang mengadakan aqad. 
       Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika 
syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinanya sah dan menimbulkan adanya segala 
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Sayyid Ahmad, Fiqh Cinta Kasih (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 103. 
kewajiban dan hak-hak perkawinan. Syarat-syaratnya ada dua. Pertama, 
perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikanya istri. Jadi 
perempuanya itu bukanlah merupakan orang orang yang haram  dikawini, baik 
karena haram untuk sementara atau selama-lamanya. Kedua, akad nikahnya 
dihadiri para saksi. Ini meliputi masalah-masalah sebagai berikut: hukum 




       Syarat menjadi saksi: berakal sehat, dewasa dan mendengarkan omongan 
dari kedua belah pihak yang beraqad dan memahami bahwa ucapan-ucapanya itu 
maksudnya adalah sebagai ijab qabul perkawinan.
13
 
       Fenomena yang terjadi dalam masyarakat bahwa KHI sebagai pedoman 
dalam hukum perkawinan di Indonesia bagi umat Islam. Pasal 24 KHI mengatur 
bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, 
kemudian  KHI pasal 25 mengatur tentang syarat menjadi saksi yaitu seorang 
laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna runggu 
atau tuli. Dalam KHI pasal 64 mengatur bahwa suatu akad pernikahan yang tidak 
memenuhi ketentuan yang ada, maka pernikahan tersebut dapat dicegah oleh 
pejabat yang berwenang. Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa pernikahan 
itu harus sesuai rukun dan syaratnya, jika tidak maka seharusnya pernikahan itu 
dicegah agar tidak melanggar aturan. Namun banyak dari masyarakat bahkan 
                                                             
      
12
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 6 (Bandung: Alma‟arif, 1996), h. 87. 
      
13
Bilamana para saksi buta, maka hendaklah mereka bisa mendengar suaranya dan mengenal betul 
bahwa suara tersebut suaranya kedua orang yang beraqad. 
pejabat yang berwenang mengabaikan ketentuan itu dengan berbagai 
permasalahan yang telah tertulis di atas.
14
 
       Salah satu hal menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah 
adilnya saksi, saksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala hal 
karena saksi dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang akan menjadi 
keterangan mengenai terjadinya pernikahan yang dilihatnya apabila alat bukti 
yang lain dirasa kurang. 
       Saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau menyaksikan secara 
langsung mengenai suatu peristiwa tersebut, maka saksi akan dimintai 
pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang ia lihat dan dengar. Hikmat 
disyariatakannya saksi dalam sebuah pernikahan adalah seorang saksi dapat 
menolak tuduhan dan keraguaan . Sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur‟an 
dan hadis sebagai berikut: 
           
Artinya : “Dan tegakkan kesaksian itu karena Allah”  (QS. Ath Thalaq 65:2) 
 
َها قَاَلْت: قَ َعْن  ِبوِلِّيى  َل َرُسو ُل اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:" ََل ِنَكاَح ِإَلَّ اَعاِئَشَة َرِضَي اهلُل َعْن َعن ْ
 5ٔ"َوَشاِىَدْي َعْدِل 
“Dari Aisyah ra, Rosulullah Saw bersabda: Tidak ada nikah kecuali, 
dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Daraquthni) 
 
                                                             
      
14
Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 41  
      
15
Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali al Baihaqi, Sunah Al-Kubro Juz 7, (Libanon: Darul Khotob Al-
ilmiyah, 2003), h. 202 
       Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa kesaksian dalam suatu 
akad pernikahan itu berperan penting yang mempengaruhi sahnya suatu 
pernikahan. Namun dalam kenyataanya yang terjadi dalam masyarakat muslim 
Indonesia  dewasa ini bahwa kesaksian itu hanya dianggap formalitas suatu akad 
pernikahan, bahkan menjadi saksi dalam suatu pernikahan bukanlah hal yang 
esensial. Banyak di antara akad pernikahan yang dilangsungkan menghadirkan 
seorang saksi yang jauh dari kriteria seseorang saksi atau bahkan tidak memenuhi 
syarat-syarat sebagai seorang saksi, bahkan tidak sedikit masyarakat yang 
menunjuk saksi dari orang-orang yang bisa dikatakan fasik, seperti hampir tidak 
pernah melaksanakan shalat fardu, shalat jum‟at, masuk bulan Ramadhan pun 
mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Dan lebih 
memprihatinkan ada sebagian masyarakat yang memilih saksi untuk pernikahan 




       Sehingga peran saksi dipilih dari orang tua atau keluarga tadi hanya sebatas 
formalitas atau bahkan pelengkap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Pada 
akhirnya peran seorang saksi dalam masalah ini tidak dianggap hal yang penting 
dan dapat berpengaruh pada keabsahan akad perkawinan tersebut. 
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Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Hidakar, 1991), h. 56  
       Ketentuan saksi di dalam pernikahan harus dua orang (HR. Daraquthni) 
dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi secara komulatif yaitu:
17
 baligh, 
berakal, merdeka, laki-laki, Islam, adil, mendengar dan melihat (tidak bisu), 
mengerti maksud ijab-qabul, kuat ingatan, berahlak baik, tidak sedang menjadi 
wali. Di antara ulama terjadi perbedaan pendapat terhadap kriteria saksi dan jenis 
kelaminnya, seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i. 
       Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang ini, peneliti merasa perlu 
meneliti lebih lanjut permasalahan saksi dalam akad pernikahan yang sesuai 
dengan judul penelitian, “Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i 
Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan”. 
D. Fokus Penelitian 
       Mengkaji permasalahan saksi dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah 
dan Imam Syafi‟i adalah sangat luas bahasannya. Karena itu peneliti 
memfokuskan pada Istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i 
tentang persyaratan saksi dalam pernikahan. Di samping dalam penelitian ini, 
penelitian mengunakan metode deskriptif analisis. Metode ini dipilih karena 
permasalahan yang dikaji perlu penamatan yang mendalam supaya data yang 
diambil dari peneliti bersifat absah dan jelas karena dilakukan langsung oleh 
peneliti melalui data-data kepustakaan. 
E. Rumusan Masalah 
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Saifuddin Arief, Notaris Syariah dalam Praktek Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam (Jakarta: 
Darunnajah Publishing, 2011), h.52 
1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah  dan Imam Syafi‟i tentang 
persyaratan saksi dalam pernikahan? 
2. Bagaimana istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i tentang 
persyaratan saksi dalam pernikahan? 
F. Tujuan  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengetahui persyaratan saksi dalam pernikahan menurut Imam Abu 
Hanifah dan Imam Syafi‟i. 
b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam 
Syafi‟i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan. 
G. Signifikasi Penelitian 
       Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi penyebaran ilmu maupun 
sebagai sumber informasi, yang serta metodelogis: 
1. Bagi penyebaran teoritis, memperluas wawasan penulis dalam bidang 
keilmuan hukum Islam khususnya mengenai persyaratan saksi dalam 
pernikahan. Memberikan kontribusi bagi intelektual di bidang hukum Islam. 
2. Bagi kegunaan praktis, diharapkan sebagai sumber informasi yang 
bermanfaat bagi semua pihak untuk memahami mengenai syarat saksi dalam 
pernikahan. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis dan sifat penelitian 
a. Jenis penelitian 
       Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian (library 
research) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka 
atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik 
disebut dengan penelitian normative dalam hukum Islam, disebut normatif 
karena penelitian hukum dokriner, juga di sebut sebagai penelitian pustaka 
atau studi dokumen. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data 
sekunder yang ada diperpustakaan, yang digali dengan cara melakukan 
penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti.
18
 
b. Sifat penelitian 
       Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif 
analitik.
19
 Yaitu penelitian memaparkan secara sistematis materi 
pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan 
cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang 
pendapat Imam Syafi‟i  dan Imam Abu Hanifah tentang persyaratan saksi 
dalam pernikahan. 
2. Jenis dan sumber data 
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Bamabang Soenggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 
114-117. 
      
19
Cholid Narbuko Dkk, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 45 
       Dalam penelitian library research penulis mengunakan metode 
pengumpulan data secara dokumentatif.
20
 Dengan menelusuri kitab-kitab, buku-
buku atau karya ilmiah lainya yang berkaitan dengan topik kajian. Penelusuran 
terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data 
sekunder dan data tersier. Data sekunder ini terdiri dari: 
a. Bahan hukum primer, adalah merupakan sumber data21 atau merupakan 
bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus ditelaah 
yakni kitab, buku atau literatur asli dalam hal ini adalah kitab karangan 
Imam Abu Hanifah dan kitab Imam Syafi‟i, dan ulama-ulama Hanafiyah dan 
Syafi‟iyah. 
b. Bahan hukum sekunder, adalah merupakan bahan-bahan yang menjelaskan 
sumber data primer yaitu sebagai hasil penelitian, tinjauan para pakar yang 
mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.
22
 
3. Teknik pengolahan data 
       Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode 
dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.
23
 Pengolahan data 
dilakukan dengan cara: 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1991), h. 75. 
      
21
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 
h. 121. 
      
22
 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistic Kualilatif, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26. 
      
23
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 199 
a. Klasifikasi Data: mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan 
mengkasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan 
tertentu untuk mempermudah pembahasan. 
b. Ferifikasi Data: mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-
sumber data yang diperoleh. 
c. Sistematisasi Data: sistematisasi yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
24
 Menempatkan data 
menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia 
dari berbagai sumber. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif 
dengan metode deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang 
bersifat umum untuk mendapatkn kesimpulan khusus. Prosedur pengambilan 
kesimpulan dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode 
komparatif atau perbandingan yaitu penelitian yang menggunakan teknik 
membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan 
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Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 29 
      
25




A. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Pernikahan 
       Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapun yang 
mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan 
perkataan zawaj.
26
 Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.
27
 
Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan 
tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam 
menarik akar katanya saja.
28
 
       Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. 
Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan 
ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “barangsiapa yang kawin 
berarti ia melaksanakan separo (ajaran) agamanya, yang separo lagi, hendak ia 
takwa kepada Allah” demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk 
perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah 
mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan 
akan memelihara dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.   
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Kamal Muktar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 
1974), h. 79. 
      
27
Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta‟lim Vol. 14 No. 
2 -2016.
 
      
28
Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62. 
Bahwa agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (kalau 
sudah memenuhi illat atau alasanya) untuk kawin dapat dibaca dalam al-
Qur‟an dan dalam sunnah Rasulullah yang kini terekam dengan baik dalam 
kitab-kitab hadis. Tujuanya jelas agar manusia dapat melanjutkan kuturunan, 




       Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti 
membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 
bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti 
mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.
30
 Sedangkan 
menurut Sayid Sabiq, parkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku 
pada semua mahluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.
31
 
       Nikah berarti pengabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah 
syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang 
karenanya hubungan badan menjadi halal.
32
 Imam Abu Hanifah berpendapat 
bahwa nikah dalam ungkapan bahasa adalah wath‟i (bersetubuh). Sehingga 
makna nikah secara hakiki adalah (الضم) berkumpul.
33
 Demikian itu 
berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla berikut ini: 
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 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 1997), h. 3. 
      
30
Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat (Jakarta: Perdana Media Grup, 2003), h. 8. 
      
31
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 6 (Bandung: Alma‟arif, 1996), h. 10. 
      
32
Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 3. 
       
33
Umi Hani, Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam, Jurnal 
Komunikasi Bisnis Dan Menejemen Vol.6 1 Januari 2019 
                    
                         
                       
                           
                       
                     
Artinya:“Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk 
menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan 
menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu 
miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah 
dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam dan Hawa), 
karena itu nikahilah mereka dengan izin tuanya dan berilah mereka 
maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan 
yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan 
yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraanya. Apabila mereka 
telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji 
(zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa hukuman 
perempuan-perempuan merdeka, (yang tidak bersuami). Kebolehan 
menikahi hamba sahaya itu, adalah bagi orang-orang yang takut 
terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina).Tetapi 
jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang”. (QS an-Nisa 4:25) 
     
(QS Al-Baqarah (2):230) 
                         
                         
        
 
Artinya:“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), 
Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin 
dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat 
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum 
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. 
 
                          
                       
        
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, 
Maka (kawinilah) seorang saja,  atau budak-budak yang kamu miliki. 
yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya”(QS. an-Nisa 4:5) 
 
       Dalam ayat sebelum ayat-ayat ini, Allah SWT dalam firman-Nya 
memerintahkan orang yang menyerahkan kepada anak-anak yatim harta 
mereka jika mereka sudah mencapai dewasa (baligh) dan melarang orang 
memakan harta anak yatim atau mencapurbaurkanya dengan hartanya sendiri. 
Allah berfirman janganlah kamu menukar yang buruk, yaitu memakan harta 
halalmu sendiri. Perbuatan yang demikian itu merupakan dosa yang besar. 
       Dan ayat ini menjelaskan, Allah berfirman bahwa jika kamu takut tidak 
dapat berlaku adil terhadap anak yatim perempuan yang berada dibawah 
perwalianmu yang kamu ingin mengawininya, maka carilah wanita lain untuk 
menjadi istrimu, dua, tiga, atau empat sesuka hatimu. Namun jika terdapat 
istri-istri yang lebih dari satu itu, kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam 
perlakuan terhadap mereka mengenai pelayanan, pakaian, tempat, giliran 
bermalam dan lain-lain, maka hendklah kamu beristrikan satu orang saja atau 
cukup dengan budak-budak yang kamu miliki.
34
 
       Di bawah ini diturunkan beberapa hadis Rasulullah saw. yang 
menunjukan bahwa seorang muslim boleh berisikan lebih dari satu orang 
sampai empat tidak lebih.  Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Ibnu Syihab 
bahwa Gailan bin Salamah Atstsaqafi beristrikan sepuluh orang tatkala ia 
masuk Islam. Oleh Rasulullah ia disuruh memilih empat dari sepuluh istri itu. 
Dan dimasa khilafah Sayidina Umar, Ghailan menceraikan semua istrinya dan 
membagi-bagikan harta kekayaanya kepada anak-anaknya. Mendengar 
perbuatan Ghailan itu, Umar segera memangilnya dan mengatakan kepadanya. 
“Aku kira engkau telah dibisiki oleh setan bahwa engkau akan segera mati dan 
tidak akan tingal lebih lama hidup, sehingga engkau terburu-buru menceraikan 
istri-istrimu dan membagi-bagikan harta kekayaanmu kepada anak-anakmu 
saja. Demi Allah jika engkau tidak mengembalikan istri-istrimu dan 
mengembalikan hartamu kekayaanmu, aku akan mewariskan hartamu kepada 
mereka dan akan memerintahkan kuburmu dirajam seperti kubur Abi Rughai. 
                                                             
      
34
 Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2 
(Surabaya:Bina Ilmu, 2005), h. 310 
Menurut Al Baihaqi bahwa dengan hadis Ghailan itu Rasulullah jelas-jelas 
melarang orang mempunyai istri lebih dari empat. Kalau tidak, pasti 
Rasulullah tidak akan menyuruh Ghailan menceraikan keenam istrinya yang 




       Nikah, menurut bahasa: al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya kumpul.
36
 
Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad 
nikah. Juga bisa diartikan (wath‟u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. 
Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat 
Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang 
merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi‟il madhi) “nakaha”, 
sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 




       Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh”.  Istilah “kawin” digunakan secara umum, 
untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukan proses generative 
secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan oleh manusia karena 
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 Syaik Hasan Ayub, Fiqh Al-Isrotul Muslimah (Fikih Keluarga) Terjemah Abdul 
Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004) h. 126 
      
36
Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Penikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, 
Wasiat, kata Mutiara, Ahli Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi 
Press, 2003), h. 5. 
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Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 5. 
mengandung keabsahan hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut 
agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses 
pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan kepada perempuan) dan 




       Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki 
dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainya dan 
untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta 
masyarakat yang sejahtera.
39
  Para ahli fikih berkata, zawwaj atau nikah 




2. Dasar Hukum Pernikahan 
       Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan 
antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan 
biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat 
perkawinan tersbut. Dasar hukum pernikahan antara lain yaitu: 
a. Al-Qur‟an 
                  
Artinya:“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah”. (QS Al-Dzariyat 51:49) 
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 Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456.  
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 Tihami, Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.8 
     
40
 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 21 
                        
                            
Artinya:”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa 
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 
harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bahagian yang telah ditetapkan.”( QS. an-Nisa 4:7) 
 
                       
                        
                      
                       
                     
                         
                        
Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 
Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari 
padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 
kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali 
kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, 
atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau 
saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki 
mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-
wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-
pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) 
janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan 
yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada 
Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. 
an-Nur 24:31) 
 
                      
                        
Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 




b. Hadis  
بصر للْ  ج فإنو أغضّ ل من استطاع اْلباءة فليتزوّ مع الّنيّب صلى اهلل عليو وسلم فقا
 (رواىوه صحيح البخاريو لو وجاء)وم فإنّ فعليو بالصّ صن للفرج ومن لىم يستطع وأحْ 
“Nabi SAW bersabda “ Barang siapa yang mampu (menafkahi 
keluarga), hendaklah dia kawin.  Karena (nikah) itu lebih bisa 
menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa 
yang belum mampu, berpuasalah. Sebab puasa itu akan menjadi 







3. Hukum Pernikahan 
 
       Perkawinan merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah 
tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin 
Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu: 
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a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt, bagi hamba-Nya. Maslahat 
wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (umat), afdal (tengah-
tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada 
dirinya terkandung kemulyaan, dapat menghilangkan mafsadah paling 
buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, 
kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan. 
b. Maslahat yang disunnahkan oleh syari‟ kepada hamba-Nya demi untuk 
kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat 
maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, maslahat 
sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan sampai 
mendekati maslahat yang mubah. 
c. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terdapat dari nilai 
kandungan maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin 
berkata: “maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian 
diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari 
sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.
42
 
       Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat 
taklif perintah (thalabal fi‟li),taklif takhyir, dan taklif larangan (thalabal 
kaff). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak 
kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Di sini perbedaan tingkat 
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larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif 
yang ditimbulkanya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu 
lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh.Meski pada 
masing-masing. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh 
masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatanya. 
Keharaman dalam berbuat zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan 
keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun 
kedua-duanya merupakan perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun 
perkawinan itu merupakan mubah, namun dapat berubah menurut 
ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan: 
1. Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah yang akan 
menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, 
yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. 
Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. 
2. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya 
tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan 
kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan 
kewajiban batin seperti mencapuri istri. 
3. Nikah Sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah 
mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari 
perbuatan yang haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik 
daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. 
4. Nikah Mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah 
dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum 
wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah. 
            Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, 
menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram sunnah, dan mubah 
tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. 
4. Rukun dan Syarat Pernikahan 
       Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan 
itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. 
Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. 
       Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 
pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon 
pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. 
       Pernikahan yang didalamnya terdapat akad layaknya akad-akad lain yang 
memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. 
Adapun rukun nikah adalah: 
1. Mempelai laki-laki; 
2. Mempelai perempuan; 
3. Wali; 
4. Dua orang saksi; 
5. Shigat ijab qabul.43 
 
       Ijab artinya menawarkan dan qabul artinya menerima. Menurut hukum 
perkawinan Islam, Ijab berarti penegasan kehendak untuk mengikatkan diri 
dalam ikatan perkawinan. Dikatakan oleh pihak perempuan kepada calon 
pengantin laki-laki (suami). Qabul artinya pernyataan penegasan penerimaan 
mengikat diri sebagai suami 
       Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Qabul 
antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang 
dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan 
rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, 
dan ijab qabul. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:
44
 
a. Beragama Islam 
b. Laki-laki 
c. Tidak karena dipaksa 
d. Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam iddah raj‟i) 
e. Bukan mahram perempuan calon istri 
f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya 
g. Tidak sedang berihram haji atau umrah 
h. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya 
i. Jelas orangnya 
j. Dapat memberikan persetujuan 
k. Tidak terdapat halangan perkawinan 
 
Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:
45
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a. Beragama Islam 
b. Perempuan 
c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir) 
d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah) 
e. Bukan mahram bagi suami 
f. Belum pernah dili‟an (dituduh berbuat zina) olen calon suami 
g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus ada kemauan 
sendiri, bukan karena dipaksa 
h. Jelas orangnya 
i. Tidak sedang berihrom haji atau umrah 
j. Dapat dimintai persetujuan 
k. Tidak terdapat halangan pekawinan.  
 
       Wahbah az-Zuhaili sangat menekankan perlunya pemeriksaan kesehatan 
oleh dokter atau ahli kesehatan untuk menyakinkan keduanya kesehatan untuk 
melangsungkan perkawinan. Dewasa ini yang paling penting dilakukan untuk 
mengantisipasi berbagai penyakit menular atau penyakit yang 
bisabmenganggu keharmonisan rumah tangga.
46
 Umpamanya penyakit 
kelamin atau penyakit yang lebih parah lagi, yakni terserang oleh virus yang 
menurunkan kekebalan tubuh seperti HIV AIDS yang mematikan.
47
 Hal ini 
bukan untuk mengucilkan salah satu pihak, tetapi untuk kemaslahatan mereka 
juga untuk mendapatkan keturunan yang sehat lahir batin, sebagai firman 
Allah: 
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 HIV (Human Immunodefisiency Virus) sebagai penyebab seseorang menderita 
penyakit AIDS, AIDS (Aquired Immunodefisiency Syndrome).  
                        
       
Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 
senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa 4:4) 
 
       Keberadaan wali dalam perkawinan menurut hadis Rasulullah mutlak 
diperlukan.Menurut mazhab Syafi‟i, izin wali termasuk rukun perkawinan, 
demikian pula mazhab Maliki dan Hambali. Imam Malik mengecualikanya 
bagi yang bermartabat rendah seperti pezina boleh mengawinkan dirinya 
sendiri, dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada izin walinya. Ini 
merupakan penjelasan dari firman Allah Swt: 
                        
                            
                         
Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 
mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada 
orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari 
kemudian.itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah 2:232). 
 
       Ayat diatas memerintahkan kepada wali untuk tidak melarang seorang 
istri yang ditalak  raj‟i oleh suaminya untuk kembali kepada suaminya itu. 
Imam Syafi‟i memahami bahwa ayat ini ditunjukan kepada wali sesuai dengan 
bunyi hadis yang melarang nikah tanpa wali. 








e. Berpikiran baik 
f. Adil 





a. Dua orang laki-laki; 
b. Beragama Islam 
c. Sudah dewasa 
d. Berakal 
e. Adil 
f. Dapat melihat dan mendengar 
g. Tidak sedang mengerjakan ihramdan 
h. Memahami bahasa yang dipergunakan unuk ijab qabul. 
 
       Nas Al-Qur‟an dalam QS. At-Thalaq (65): 2; menyintir masalah saksi 
dalam pernikahan. Dapat dipahami bahwa saksi dalam pernikahan merupakan 
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       Syarat-syarat  Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa 
yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan 
saksi, shigat hendaknya mengunakan ucapan yang waktu akad dan saksi. 
Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukan waktu lampau, 
atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukan waktu yang 
akan datang. 
       Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: 
“kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak “kemudian dijawab:  “saya 
kawinkan dia (anak perempuanya) denganmu. Permintaan dan jawaban itu 
sudah berarti perkawinan. 
       Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu 
dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “saya nikahkan engkau dengan anak 
perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “ya saya terima”. 
Akad ini sah dan berlaku.Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu 
tertentu, tidak sah. 
       Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang 
tidak dapat memenuhi syarat dan rukunya menjadikan perkawinan tersebut 
tidak sah menurut hukum. 
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        Menurut pendapat Mohammad Daud Ali ada beberapa yang harus 
diperhatikan.Hal-hal itu adalah syarat dan rukun dalam perkawinan yang 
harus dipenuhi. Diantaranya adalah (1) persetujuan para pihak, menurut 
hukum Islam perkawinan adalah akad (perjanjian) yang didasarkan pada 
kesukarelaan kedua belah pihak calon sumi istri. Karena pihak wanita tidak 
langsung melaksanakan ijab (penawaran tanggung jawab), diisyaratkan izin 
dan persetujuannya sebelum perkawinan dilangsungkan. Adanya syarat ini 
berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) 
memaksakan kemauanya yang punya diri (wanita calon pengantin 
bersangkutan). Di masa lampau banyak sekali para gadis yang merana karena 
kawin paksa. Para pemaksa biasanya berlindung dibalik perisai fatwa-fatwa 
yang membolehkan sang ayah atau kakek sebagai wali mujbir memaksa 
seorang gadis untuk kawin dengan laki-laki yang tidak disukainya. Kadang 
malah sangat dibencinya pula. Oleh karena itu pada hakikatnya pemaksaan ini 
adalah penzaliman yang mungkin tidak sengaja dilakukan oleh orang-orang 
tua terhadap anak-anaknya. Sesungguhnya pemaksaan itu adalah bertentangan 
dengan ajaran Islam. “Janganlah nikahkan anak gadis sebelum diminta 
izinnya”, demikian sabda Nabi Muhammad.Izin yang dimaksud oleh nabi itu 
adalah persetujuan sungguh-sungguh, bukan izin proforma (pura-pura) belaka. 
            Dalam hubungan ini, agaknya, tidak ada salahnya kalau dikemukakan 
bahwa tatkala Nabi Muhammad masih hidup, beliau pernah melarang seorang 
wanita sebelum wali itu memperoleh izin wanita yang bersangkutan. Dalam 
kasus perkawinan yang sudah “terlanjur” dilaksanakan tanpa izin yang punya 
diri, pernah Nabi menyuruh wanita yang tidak diminta izinnya itu memilih 
meneruskan perkawinannya itu atau membatalkanya. Berita tersebut dalam 
kalimat terakhir ini cukup membuktikan bahwa pernikahan harus didasarkan 
pada persetujuan para pihak, terrutama pihak wanita.Ini berarti bahwa kedua 
mempelai harus setuju untuk kawin. Persetujuan itu harus dinyatakan dalam 
keadaan pikiran sehat, norma, tanpa paksaan. Kalau calon suami atau calon 
istri tidak memberikan persetujuanya, mereka tidak dapat dinikahkan. Dulu, 
memang ada pendapat yang menyatakan bahwa persetujuan wanita cukup 
dilihat dari diamnya saja, tetapi kini, persetujuanya itu harus jelas dinyatakan, 
sekurang-kurangnya dengan isyarat atau tertulis (kalau ia pandai menulis). 
Akan tetapi, penyataan lisan tentang persetujuan itu seharusnya benar-benar 
dinyatakan oleh yang bersangkutan. 
        Akad Nikah. Akad nikah berasal dari kata-kata „aqdu al nikah yang 
terdapat pada al-Qur‟an.Akad artinya ikatan (perjanjian yang kuat) dan nikah 
artinya perkawinan. Dengan demikian, akad nikah artinya perjanjian 
mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan antara seorang wanita dengan 
seorang pria. Menurut hukum Islam sah tidaknya suatu perkawinan tergantung 
pada dilaksanakan rukun nikah sebaik-baiknya. Kalau rukun nikah tidak 
dipenuhi, perkawinan menjadi tidak sah dengan sendirinya. 
        Yang lain yang harus diperhatikan adalah hubungan suami istri. 
Hubungan suami istri dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban. 
Hak dan kewajiban itu harus bersandarkan pada: 
a. Pergaulan yang ma‟ruf (pergaulan yang baik). Dalam Al-Qur‟an (surat 4:19 
dan 34, serta surat 30:21) 
                         
                       
                           
      
Artiya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 
yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila 
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 
kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak”. 
 
                     
                        
                    
                            
 
Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak 
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya.Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha besar”. 
                        
                    
 
Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 
 
        Dari ayat diatas menjelaskan petunjuk dalam pergaulan hidup yang baik 
antara suami istri, ditentukan asas-asanya, yaitu (1) harus didasarkan pada rasa 
tegang-menegang, rasa-merasa, saling menjaga rahasia (pribadi) masing-
masing; (2) harus memelihara sakinah yakni ketantraman hidup dalam rumah 
tanga; (3) saling merawt cinta (mawadah) terutama dimasa muda; (4) saling 
membina kasih sayang (rahmah), santun-menyantuni terutama diwaktu tua; 
(5) saling memenuhi kewajiban. 
b. Penegasan kedudukan. Menurut hukum Islam, laki-lakilah yang menjadi 
kepala keluarga. Penegasan kedudukan ini dinyatakan oleh Allah dalam 
al-Qur‟an surat an-Nisa:34 
                     
                        
                    
                            
Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita 
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 
wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 
mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah 
Maha Tinggi lagi Maha besar.” 
 
        Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa suami adalah kepala kepala 
keluarga (menjadi penangung jawab kehidupan keluarga) karena kelebihan 
tubuh dan kestabilan jiwa yang diberikan Tuhan kepadanya.Disamping itu, 
karena suami berkewajiban membiyayai hidup dan kehidupan 
keluarga.Seorang istri adalah kepala rumahn tangga, menjadi pendidik anak-
anaknya, terutama diusia muda.Pengguaan kedudukan masing-masing harus 
saling isi-mengisi secara seimbang dan harmonis. 
c. Kedua suami istri harus bertempat tingal pada tempat yang sama. Suami 
berkewajiban menyediakan tempat tingal bagi istrinya. Dalam al-Qur‟an 
surat at-Talaq:3 
                           
                   
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri 
yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada 
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada 
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” 
 
d. Tanggung  jawab memberi nafkah. Pemberian nafkah menjadi tanggung 
jawab suami, tetapi istri dapat membantu mencari rezeki membiyayai 
kehidupan keluarga. Al-Qur‟an surat  
                     
                        
                    
                            
Artinya:”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak 
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha besar.” 
 
        Termasuk dalam biyaya hidup dan kehidupan keluarga adalah belanja dan 
keperluan rumah tangga sehari-hari, biaya pemeliharaan dan perawatan anak-
anak, dan biaya sekolah dan pendidikan keluarga (anak-anak terutama). 
e. Tangung jawab kerumah tangaa. Istri mengurus rumah tangga dan 
bertangung jawab mengenai pengeluaran belanja. Dalam al-Qur‟an surat 
an-Nisa:34 menyatakan bahwa “istri yang baik adalah istri yang tunduk 
pada perintah Allah, menjaga rumah tangganya serta memelihara rahasia 
suami dan keluarganya”. Rasulullah menegaskan dalam sunnahnya bahwa 
“istri adalah penangung jawab dalam rumah tangga” karena itu wajib 
mengatur urusan rumah tangga.
51
  
5. Tujuan Pernikahan 
       Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan 
bahagia. Harmonis dalam mengunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, 
sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan 
terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah 
kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.
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Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2003), h. 22 
       Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan menjadi lima yaitu:
53
 
a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan 
serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 
b. Memenuhi tuntunan naluriah hidup kemanusiaan. 
c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 
d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yag menjadi basis pertama 
dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. 
e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan 
yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab. 
6. Hikmah Pernikahan 
       Hikmah pernikahan menurut M. Idris Ramulyo yaitu perkawinan dapat 
menimbulkan kesungguhan, kebranian, kesabaran dan rasa tanggung jawab 
pada keluarga, masyarakat dan Negara. Perkawinan membutuhkan 
silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuagan 
hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.
54
Allah menjadikan mahluknya 
berpasang-pasang, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan 
hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. 
Hikmahnya ialah supaya manusia hidup berpasang-pasang. hidup dua sejoli, 
hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk 
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 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: 
Liberti, 2007), h. 12-13 
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 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2011), h. 11 
itu haruslah diadakan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan 
diputuskanya ikatan akad nikah atau ijab qabul perkawinan.
55
 
       Islam mengejarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh 
baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun 
hikmah perkawinan adalah: 
       Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan 
dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, 
mata terpelihara dari melihat yang haram  dan perasaan yang tenang 
menikmati barang yang berharga. 
       Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, 
memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara 
nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. 
       Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam 
suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan 
ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang 
menyempurnakan kemanusiaan seseorang. 
       Menyadari tanggung jawab beristri dan menangung anak-anak 
menimbulkan sikap rajin dan sunguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan 
pembawaan seseorang, ia akan cekat bekerja, karena dorongan tanggung 
jawab dan memikul kewajibanya sehingga ia akan banyak bekerja dan 
mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan 
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memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksloitasi 
kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia. 
       Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan 
yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tangung jawab antara 
suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya. 
       Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekurangan, 
memperteguh kelangengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat 
hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan 
ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi 
merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia. 
B. Saksi 
1. Definisi Saksi 
       Kesaksian (syahaadah) itu diambil dari kata musyahadah. Yang artinya 
melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu 
memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah 
pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafazh: aku 
menyaksikan atau aku telah menyaksikan (asyhadu atau syahidtu).
56
 
Dikatakan pula bahwa kesaksian (syahadah) berasal dari kata i‟laam 
(pemberitahuan). Firman Allah Ta‟aala: 
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                          
          
Artinya:“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia 
(yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat 
dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian 
itu).tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS Ali Imran ayat 18) 
 
       Di sini arti dari kata syahida adalah alima (mengetahui). Syahid adalah 
orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia 
menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.  
2. Dasar Hukum Kesaksian 
       Kesaksian itu fardu „ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil 
untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila 
dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipangil untuk itu, 
karna firman Allah Ta‟aala: 
         
Artinya:“Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (QS ath-
Thalaq ayat 2) 
 
      Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu 
menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik dibadanya, 
kehormatanya, hartanya, ataupun keluarganya, karena firman Allah Ta‟aala: 
                            
                         
                           
                            
                    
                          
                         
Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang 
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 
supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. 
janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 
mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik 
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang 
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian 
dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai 
yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, 
(jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 
jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 
adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; 
Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS 
Al-Baqarah ayat 282) 
 
 
Di dalam hadis shahih: 
َهَداِء  َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْْلَُهِّنى اَنَّ النَّيبَّ َصلَّ ا هلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َقاَل ,, َاََل اُْخِبُ ُكْم ِِبَيِْ  الشَه
َهاَدِةقَ ْبَل َاْن يُْسَأََلَا,, َرَوُه ُمْسِلمٌ ُىَوالَّذِ  ْي يَْأ ِتْ بِالشَّ
57 
Artinya: Dari Zaid bin Khalid Al-Juhany bahwa Nabi Saw, bersabda, 
“maukah kalian aku beritahu sebaik-baik persaksian?”  yaitu orang 
yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksianya”. (HR. 
Muslim) 
 
       Apabila saksi itu banyak dan tidak dikhawatirkan kebenaran akan disia-
siakan, maka kesaksian pada saat yang demikian menjadi sunnah; sehingga 
bila seorang saksi terlambat menyampaikanya tanpa alasan, maka dia tidak 
berdosa. Apabila persaksian telah ditentukan, maka haram mengambil upah 
atas persaksian itu kecuali bila saksi keberatan dalam menempuh perjalanan 
itu. Akan tetapi bila kesaksian itu tidak ditentukan, maka saksi boleh 
mengambil upah atas kesaksianya. 
3. Fungsi dan Hikmah Saksi 




1. Membantu hakim dalam menundukan dan memutuskan perkara 
2. Mendorong terwujudnya sifat jujur 
3. Untuk menegakan keadilan 
4. Saksi sebagai salah satu alat bukti 
                                                             
      
57
 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 
h. 667 
      
58
 Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 
Rajawali Press, 2004), h. 115-121  
       Hikmah disyariatkannya saksi dalam pernikahan itu untuk menjelaskan 
penting dan urgennya saksi dalam pernikahan, jelasnya keberadaan saksi 
diantara manusia untuk menolak keraguan dan tuduhan dari pernikahan itu 
sendiri. Di samping kesaksian dalam perkawinan itu untuk membedakan 
antara yang halal dan haram, keadaan halal itu jelas, dan keadaan itu tertutup 
biasanya. Melalui kesaksian, akan menjadi nyata kepercayaan terhadap urusan 




4. Syarat Kesaksian 
       Disyaratkan atas kesaksian itu sebagai berikut 
a. Islam: Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas 
orang muslim, kecuali dalam hal wasiat ditengah perjalanan. Yang 
demikian itu diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih dan Ibrahim 
An-Nakha‟i. Ini adalah pendapat Al-Auza‟i, berdasarkan firman Allah 
Ta‟aala: 
                               
                       
                   
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                             
         
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 
menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah 
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, 
atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu 
dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya 
kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk 
bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, 
jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli 
dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan 
seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami 
Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau 
demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (surat Al-
Maidah ayat 106) 
                    
                        
                    
 
Artinya: “ Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka 
dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih 
dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) 
untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama 
Allah: "Sesungguhnya persaksian Kami labih layak diterima 
daripada persaksian kedua saksi itu, dan Kami tidak melanggar 
batas, Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk 
orang yang Menganiaya diri sendiri”.(surat Al-Maidah ayat 107) 
 
       Demikian pula orang-orang Hanifahyah memperbolehkan kesaksian 
orang-orang kafir terhadap sesamanya, sebab Nabi saw. merajam dua orang 
Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa 
keduanya telah berbuat zina. Dari Asy-Sya‟bi: Bahwa seorang lelaki dari 
kaum muslimin didatangi oleh kematian di Daqauqa, sedang dia tidak  
mendapatkan seorangpun dari kaum muslimin yang menjadi saksi untuk 
wasiatnya. Lalu dia mengagkat dua orang lelaki dari ahli Kitab untuk menjadi 
saksi. Kemudian kedua orang itu datang ke Kufah, menemui Abu Musa Al-
Asy‟ari: Ini adalah perkara yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah 
saw. setelah shalat ashar, dia minta kepada keduanya untuk bersumpah karena 
Allah bahwa keduanya itu tidak akan berkhianat, tidak akan menyimpan dan 
tidak akan mengubah wasiat itu; dan bahwa wasiat itu adalah wasiat lelaki 
tadi. Lalu beliau membolehkan kesaksian keduanya. 
b. Adil: sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus 
dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan 
keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka; karena 
firman Allah Ta‟aala: 
                      
                      
                          
Artinya:“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu 
dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. 
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman 
kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah 
niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”. (surat Ath-
Thalaq ayat 2) 
 
        
Artinya: “Dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. (QS. Al-Baqarah (2):282) 
                          
                            
            
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu 
tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 
perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujuraat ayat 6) 
 
c. Baligh dan Berakal: Apabila keadilan merupakan syarat diterimanya 
kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan. 
       Oleh sebab itu, maka tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia 
bersaksi atas anak kecil seperti dia; begitu pula kesaksian orang gila dan orang 
gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa 
kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi.Imam 
Malik memperbolehkan kesaksian anak-anak dalam hal penganiyaan, selagi 
mereka masih berselisih dan tidak bercerai-berai.yang demikian juga 
diperbolehkan oleh Abdullah ibnuz Zubair. 
       Demikian pula perbuatan para sahabat dan fuqaha Madinah, mereka 
menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiyaannya sebagian mereka 
kepada sebagian yang lain. Inilah pendapat yang kuat.Hal ini disebabkan 
orangorang dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam permainan mereka.     
Maka seandainya kesaksian anak-anak dan kesaksian wanita tidak diterima, 
tentu hak-hak akan hilang, macet dan diabaikan, padahal dimungkinkan 
dugaan yang kuat atau kepastian atas kebenaran mereka. Khususnya bila 
anak-anak berkumpul sebelum mereka berpisah dan pulang kerumah mereka, 
sedang mereka menyampaikan berita yang sama, mereka dipisahkan sewaktu 
menyampaikan kesaksian, dan kata-kata mereka sepakat bulat. Maka pada 
saat itu dugaan yang diperoleh dari kesaksian mereka amat lebih kuat dari 
dugaan yang diperoleh dari kesaksian dua orang laki-laki dewasa.yang 
demikian itu tidak mungkin ditolak dan diingkari. Kami tidak berprasangka 
bahwa syari‟at yang sempurna, unggul dunia dan akhirat mengabaikan dan 
menyia-yiakan hak seperti ini, sedang dalil-dalilnya ada dan kuat, sementara 
itu menerima dalil yang lain. 
d. Berbicara: Sudah barang tentu seseorang saksi harus dapat berbicara. Apabila 
dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksianya tidak diterima, 
sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat 
dipahami; kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan. 
Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan pendapat yang syah dari 
madzhab Syafi‟i 
e. Hafal dan Cermat: Tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalan, 
banyak lupa dan salah; karena dia kehilangan kepercayaan. Yang demikian ini 
adalah orang yang lalai dan orang serupa dengan itu. 
f. Bersih dari tuduhan : tidak diterima seoang kesaksian yang dituduh karena 
percintaan atau permusuhan. „Umar ibnul Khaththab, Syuraih, „Umar bin 
Abdul Aziz, Al-„Itrah, Abu Tsaur, dan Syafi‟i di dalam salah satu dari kedua 
kaul-nya menentang hal itu. Mereka berkata: kesaksian orang tua atas anaknya 
dan kesaksian anak atas orang tuanya itu diterima, selagi masing-masing dari 
keduanya itu adil dan diterima kesaksianya. Hal yang demikian juga 




1. Pengertian Istinbath 
       Istinbath” berasal dari kata “nabth” yang berarti : “air yang mula- mula 
memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, 
arti istinbath ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”.
61
 
Sedangkan secara istilah adalah “mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari al-
Qur‟an dan al-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul”. 
Dalam hal ini, arti istinbath menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari 
sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Fokus istinbath 
adalah teks suci ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, 
pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut 
disebut istinbath. 
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Haidar Bagir dan Syafiq Basri, Ijtihad Dalam Sorotan, (Bandung: Mizan Anggota 
IKAPI, 1996), hal.25. 
       Dalam penetapan hukum Islam sumber rujukan utamanya adalah al- 
Qur‟an dan al-Sunnah. Sedang sumber sekundernya adalah ijtihad para 
ulama. Setiap istinbath (pengambilan hukum) dalam syari‟at islam harus 
berpijak atas al-Qur‟an dan al-Sunnah Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara‟ 
ada dua macam, yaitu: nash dan goiru al-nash. Dalam menetapkan suatu 
hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian 
hukum (thuruq al-istinbath) dari nash. Cara penggalian hukum (thuruq al- 
istinbath) dari nash ada dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan makna 
(thuruq   al-ma‟nawiyah) dan   pendekatan   lafazh (thuruq   al-  lafzhiyah). 
Pendekatan makna adalah (istidlal) penarikan kesimpulan hukum bukan 
kepada nash langsung, seperti menggunakan qiyas, Istihsan, istislah 
(mashalih al-mursalah), dan lain sebagainya.
62
 
       Tujuan istinbath hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan 
atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang 
ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum 
syara‟ yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat 
apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui 
perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan hukum suatu kasus 
tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syariah atas perbuatan 
seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-istinbath-kan hukum dengan 
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sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan 
oleh ahli ushul fiqh.
63
 
2. Syarat-Syarat Istinbath 
       Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan 
istinbath adalah sebagai berikut : 
a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur‟an yang 
berhubungan dengan masalah hukum. 
b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist Nabi yang 
berhubungan dengan masalah hukum. 
c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh Ijma‟, 
agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan Ijma‟. 
d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas, dan dapat 
mempergunakannya untuk istinbath hukum. 
e. Mengetahui ilmu logika, agar dapt mengahasilkan kesimpulan yang benar 
tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.  
f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Qur‟an dan al- Sunnah 
tersusun dalam bahasa Arab, dll. 
D. Tinjauan Pustaka 
       Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 
terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian 
untuk mendukung penelitian maka terdapat literatur yang akan dikemukakan 
sebagai berikut: 
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       Penelitian dari saudara Abdul Rohman berjudul “Analisis Pendapat Ibnu 
Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan”.
64
 Penulis 
menyimpulkan bahwa Ibnu Hazm membolehkan saksi perempuan dalam 
pernikahan dilandaskan pada hadis yang berbunyi “Dua orang saksi 
perempuan sebanding dengan satu saksi laki-laki “. Hadis tersebut berlaku 
mutlak dan tidak menujukan adanya suatu batasan. Jadi, selain Ibnu Hazm 
membolehkan perempuan tanpa satu saksi laki-laki dalam pernikahan, dia 
juga membolehkan perempuan menjadi saksi dalam semua perkara meski 
tanpa disertai laki-laki. 
       Penelitian dari saudara Firman Adhari berjudul “Hukum Pernikahan 
Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu 
Hanifah Dan Imam Malik Bin Anas)”.
65
 Penulis menyimpulkan bahwa 
menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang 
nikah tanpa wali dan saksi yakni Imam Abu Hanafah berpendapat bahwa 
wanita yang balik dan berakal bisa menikahkan dirinya sendiri. Menurut 
Imam Malik nikah tanpa adanya wali adalah pernikahan yang batil dan tidak 
sah. Menurut Imam Malik saksi saat akad nikah, tidak wajib tetapi cukup 
pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak, bahwa akad nikah itu 
berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan atau dengan cara lain. 
                                                             
      
64
 Abdul Rohman, “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam 
Pernikahan”, (Skripsi UIN Walisonggo Semarang, Semarang, 2017), h. 9 
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 Firman Adri, “Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Atas Metodologi 
Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Bin Anas)”, (Skripsi IAIN 
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Imam Abu Hanifah berpendapat tetang saksi pernikahan, bahwasanya wanita 
boleh sebagai saksi dalam nikah. Namun kebolehan ini harus disyaratkan 
harus disertai dengan seorang laki-laki. 
       Penelitian dari saudari Asri Latifah berjudul “Kehadiran Saksi Pada Saat 
Akad Nikah Dan Implikasi Hukumnya (Study Analisis Pendapat As-
Sarakhsiy Dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy)”.
66
 Dari hasil peneltian penulis 
menyimpulkan bahwa menurut as-Sarakhsiy saksi merupakan syarat sah 
nikah. Sedangkan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy menetapkan saksi sebagai syarat 
kamal atau tamam akad nikah dan termasuk sebagai syarat nafaz akad nikah.  
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